SALINAN

WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 80 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA

Menimbang : a.

Mengingat

—

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 Pasal 239 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 yang menyatakan bahwa kepala daerah
menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan
akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada
Standar Akuntansi Pemerintahan;

bahwa adanya Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI
Perwakilan Provinsi Aceh dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
Atas Laporan Keuangan Kota Langsa Tahun Anggaran 2012
Nomor: 18/LHP/XVIIL.BAC/07/2013 mengenai  Kebijakan
Penyisihan Piutang maka berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 maka  perlu
merubah /merevisi Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun
2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Langsa tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Langsa Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kota Langsa.

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4110);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang ...



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 ...
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16.
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18.
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23.
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25.

26.

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor S5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota
Langsa Tahun 2008 Nomor 3);

Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan
Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa 2008
Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kota
Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota
Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 4);

Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Langsa 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN ...



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 19
Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Langsa
(Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 337) pada
Lampiran III Kebijakan Akuntansi Nomor 3 Pengakuan,
Pengukuran dan Pengungkapan Unsur-Unsur Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Langsa Huruf B Unsur-Unsur Laporan Keuangan
pada Piutang ditambahkan 2 poin yaitu angka 5 dan angka 6 yang
berbunyi sebagai berikut:
5. Penyisihan Piutang
a) Agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat
direalisasikan (net realize value), dilakukan penyisihan
piutang tak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan
dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang,
sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul
diharapkan dapat ditagih.
b) Penyisihan piutang tak tertagih terhadap piutang yang tak
tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang dengan

rincian sebagai berikut:

No Umur Kualitas Piutang Ta?;g %Fréf;;g;ing
1. 0 - 1 tahun Lancar 1%

2. 1 -2 tahun [Lancar dengan Perhatian Khusus 10%

3. 2 - 3 tahun Kurang Lancar 25%

4. 3 - 4 tahun Diragukan 50%

5. |Diatas 4 tahun Macet 100%

6. Penghapusan Piutang

a) Pada saat piutang tersebut sudah tidak mungkin ditagih lagi,
maka pemerintah daerah dapat memutuskan untuk
menghapus piutang tersebut. Ada dua jenjang penghapusan
piutang yaitu penghapusan secara Dbersyarat dan
penghapusan secara mutlak.

b) Penghapusan  Secara  Bersyarat dilakukan  dengan
menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah
Daerah tanpa menghapuskan hak tagih  Daerah.
Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut

Piutang Daerah ditetapkan oleh :

1. Walikota ...



)

d)

g)

1. Walikota untuk jumlah sampai dengan
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan

2. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Kota untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah).

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat,

diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

berpiutang kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan

dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang

Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja

Walikota Langsa.

Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari

pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi,
setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang
Negara Sementara Belum Dapat Ditagih) dan terbitnya
rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan

Pemeriksa Keuangan; atau

2. dalam hal piutang adalah selain piutang Tuntutan Ganti

Rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.
Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan
menghapuskan hak tagih Daerah. Penghapusan Secara
Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan
oleh :

1. Walikota untuk jumlah sampai dengan
Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan

2. Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Kota untuk jumlah lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima
milyar rupiah).

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak

diusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang

berpiutang kepada Walikota setelah mendapat pertimbangan

dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang

Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja

Walikota Langsa.

Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang Daerah dari

pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. diajukan ...



1. diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal
penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang
dimaksud; dan

2. penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan
untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan

dengan keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Nopember 2013 M
16 Muharram 1435 H

WALIKOTA LANGSA,
TTD

USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 20 Nopember 2013 M
16 Muharram 1435 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

TTD
MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 432

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA LANGSA,

DEWI NURSANTI, SH, MH
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 1971042820012002







